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ABSTRAK

Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku 
tindak  pidana  tersebut  berdasarkan  unsur  kesalahannya.  Pertanggung  Jawaban 
Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api diatur  dalam  Undang-
Undang Darurat Nomor  12 Tahun 1951. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana penyalahgunaan senjata api harus dilakukan secara adil sesuai tujuan hukum 
itu sendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
syarat  dan  mekanisme  kepemilikan  senjata api  oleh  masyarakat  sipil? (2) 
Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api 
oleh masyarakat sipil? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal research (yuridis 
normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah 
atau  norma  dalam  hukum  positif,  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  yaitu  : 
a).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  b)  Undang – Undang 
Republik  Indonesia  No.8  Tahun 1981 Tentang  Hukum Acara  Pidana  (KUHP),  c) 
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1948  Tentang  Pendaftaran  dan  Pemberian  Izin 
Pemakaian Senjata Api, d) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, e) Instruksi 
Presiden  Republik  Indonesia   No.  9  Tahun  1976  Tentang  Senjata  Api,  f)  Surat 
Keputusan  MenHankam  No. KEP-27/XII/1977 Tentang  Tuntunan  Kebijaksanaan 
Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, g) Undang-Undang 
Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik 
Indonesia, dan h) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia  Nomor 7 tahun 
2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar 
militer  di  lingkungan  kementrian  pertahanan  dan  tentara  nasional  Indonesia.  Ijin 
Kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil dengan syarat dan 
mekanisme yang ketat, namun kelemahan kontrol terhadap kepemilikan senjata api 
oleh  masyarakat  sipil  menyebabkan  maraknya  penyalahgunaan  senjata  api  oleh 
masyarakat  sipil,  dan  oleh  karena  itu  pelaku penyalahgunaan  senjata  api  harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai unsur kesalahan sebagaimana diatur 
dalam pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Darurat  No.12 tahun 1951,  yaitu  dengan 
ancaman  hukuman  mati,  hukuman  penjara  seumur  hidup,  atau  hukuman  penjara 
maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu Pemerintah harus berperan lebih aktif lagi 
dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  senjata  api,  melalui 
aparat  penegak  hukum  :  a)  Pihak  kepolisian  harus  lebih aktif  lagi  dalam  upaya 
menanggulangi penyalahgunaan senjata api melalui sweeping/razia rutin, penyuluhan 
hukum, memperketat izin kepengurusan senjata api,  b) Pihak penegak hukum dalam 
hal  ini  hakim  seharusnya  menjatuhkan  hukuman  maksimal  terhadap  pelaku 
penyalahgunaan senjata api.
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ABSTRACT

Crime misuse of  firearms  must  be justified  by the  perpetrators  of  such crime by 
elements  of  guilt.  Accountability  Law Actors  Abuse  Crime Firearms  regulated  in 
Emergency  Law  No.  12  of  1951.  Law  enforcement  against  criminal  misuse  of 
firearms should be conducted fairly  in accordance purposes of the law itself.  The 
problems discussed in  this  study were (1)  What  is  the terms  and mechanisms  of 
possession of firearms by civilians? (2) How does the legal liability criminal offense 
misuse  of  firearms  by  civilians?  The  research  in  this  thesis  uses  legal  research 
(normative),  in this  type of research focuses on the assessment rules or norms of 
positive  law,  the  criminal  justice  system  in  Indonesia,  namely:  a)  .Undang 
Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b) Law - Law of the Republic of 
Indonesia Year 1981 About 8 Criminal Code (Criminal Code), c) of Law No. 8, 1948 
On Registration and licensing Use of Firearms, d) Emergency Law No.12 of the year 
1951, e) of the Republic of Indonesia Presidential Instruction No. 9 Year 1976 On 
Firearms,  f)  Decree  of  the  Minister  of  Defense No.  KEP-27 /  XII  /  1977 About 
Guidance  Policy  To  Improve  Monitoring  and  Control  of  Firearms,  g)  of  the 
Constitution of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2002 on the Indonesian 
National Police, and h) of the Regulation of the Minister of Defence of the Republic 
of Indonesia Number 7 of 2010 on guidelines for licensing , supervision and control 
of  firearms  in  the  military  standard  environmental  defense  ministry  and  the 
Indonesian  national  army.  Permit  ownership  of  firearms  can  be  provided  to  civil 
society to the terms and mechanisms of strict, but the weakness of control against the 
possession of firearms by civilians led to the rampant misuse of firearms by civilians, 
and therefore the perpetrators of abuse of firearms should be accountable for their 
actions according to error element as set out in article 1, paragraph (1) of Emergency 
Law 12 of 1951, which is punishable by death, life imprisonment, or imprisonment 
for a maximum of 20 (twenty) years. Besides, the government should play a more 
active again in an effort to tackle the crime of misuse of firearms, by law enforcement 
officers:  a) The police should be more active in an effort  to tackle the misuse of 
firearms  through  sweeping  /  regular  raids,  legal  counseling,  tighten  license 
management firearms , b) the law enforcement in this case judges should impose the 
maximum sentence against the perpetrators of abuse of firearms.
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